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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULISTYO, S.H.,M.Hum
Jabatan . Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut piliak pertama,

Nama : Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.,M.H.
Jabatan . Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut piliak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

11 Januari 2022

GRUM, S.H., M.H.
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PENETAPAN KINERJA/
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI

TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target

pasti, transparan dan akuntabel

Terwujudnya proses peradilan yang

Presentase sisa perkara yang
diselesaikan

Presentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
Presentase penurunan sisa perkara
Presentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum -

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

100%

90%

50%

90%
100%

o

L

penyelesaian perkara

Peningkatan efektifitas pengelolaan

Presentase salinan putusan yang
dikirim ke pengadilan pengaju
tlepat waktu

Presentase perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat
diakses dalam 1 hari setelah
perkara putus

100%

100%

Kegiatan :

I. DIPA 01 Program Pembinaan Administrasi d

R

Badan Urusan Administrasi
Terdiri atas ;

- Belanja Pegawai

- Belanja operasional

- Belanja Non operasional

- Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan

Mahkamah Agung

Tata Usaha Negara
Terdiri atas :

- Pembinaan Pemeriksaan Yustisial
Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan
- Dukungan Penyelesaian Perkara
Bimtek/ Sosialisasi Pengengembangan PNBP
Sosialisasi/ Bimtek Kompetensi Penyelesaian
Perkara

an Pengelolaan Keuangan

Rp. 17.091.349.000,-

Rp. 12.888.304.000,-
Rp. 3.490.685.000,-
Rp.  418.860.000.-

Rp.  293.500.000,-

- Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan

Rp.  265.479.000,-

Rp.  8.800.000.-
Rp.  84.000.000.-
Rp.  8.000.000,-
Rp.  7.969.000,-
Rp. 129.800.000,-




